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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR O\ TAHUN 2012

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tabun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala daerah mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2011 yang dijabarkan
dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama antara
pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal 21 November 2011;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung
Timur Tahun Anggaran 2012;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang PembentukanKabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten DaerahTingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraNegara Yang Bersth dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara( embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Republik Indonesial Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Repbulik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah d beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retnbusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara
Nomor 5049) ;

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran NegaraRenublik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kalierakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); ’

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4502); ë

13' Pe”erintah Nomor 54 T£>hun 2005 tentang PinjamanIS^To Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor136 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloldon
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubahkah terakkhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011;



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang
Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 19 Tahun
2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur
Tahun 2007 Nomor 19) ;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun
2009 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2009 Nomor
02) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
dan

BUPATI LAMPUNG TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai berikut :

Tahun Anggaran 2012

1. Pendapatan Rp 1.127.040.693.328,002. Belanja pp
Rp.

3. Pembiayaan

1.256.670.659.503,36
(129.629.966.175,36)

a. Penerimaan Rp 131.129.966.175,36b. Pengeluaran pp< 1.500.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp> 129.629.966.175,36Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan: DRp. 0,00

Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 25.159.518.300 00



973.372.233.278,00
c.

128.508.941.750,00
(2)

Hasil

Rp. 1.800.000.000,00
d.

Daerah Yang Sah sejumlah Rp.
(3)

a.

(4)

a.
Rp. 22.666.500.000,00

b.
Rp. 105.842.441.750,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

759.131.906.911,36

b. Belanja Langsung sejumlah Rp.
(2)

huruf a terdiri dari jenis belanja:

Rp. 400.000.000,00e.

Rp.
f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp.

Rp.
Rp.

10.976.845.450,00
5.032.672.850,00

Kekayaan
Dipisahkan

Rp.
Rp.
Rp.

665.938.328.670,36
11.478.756.000,00

Daerah
sejumlah
Lain-Lain

80.314.822.241,00
1.000.000.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang
pada ayat (1) huruf c terdiri dari ;

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak sejumlah
Dana Alokasi Umum sejumlah
Dana Alokasi Khusus sejumlah

Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi sejumlah
Dana Penyesuaian Dan Otonomi
Khusus sejumlah

Pajak Daerah sejumlah
Retribusi Daerah sejumlah

Rp.
Rp.
Rp.
sah

7.350.000.000,00
pada ayat (1) huruf bDana Perimbangan sebagaimana dimaksud

terdiri dari jenis pendapatan:

Pengelolaan
Yang

Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimakud pada ayat (1)
huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

Lain-Lain Pendapatan Daerah
Yang Sah sejumlah Rp.

b.
c.

a.
b.
c.
d.

a.
b.
c.

Belanja Pegawai sejumlah
Belanja Hibah sejumlah
Belanja bantuan sosial sejumlah
Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota/ dan
Pemerintahan Desa sejumlah

136.146.546.278,00
763.748.797.000,00
73.476.890.000,00

sebagaimana dimaksud

Pendapatan Asli

Belanja Bantuan Keuangan
kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai
Politik sejumlah

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp.

497.538.752.592,00
Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp.



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 60.305.099.000,00
b. Belanja Barang dan Jasa

sejumlah Rp. 256.600.740.542,00
c. Belanja Modal sejumlah Rp. 180.632.913.050,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri
dari :
a. Penerimaan sejumlah Rp. 131.129.966.175,36
b. Pengeluaran sejumlah Rp. 1.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) sejumlah

Rp. 131.129.966.175,36
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis pembiayaan Penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah sejumlah

Rp- 1.500.000.000,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan
pemerintahan daerah,organisasi SKPD, program
dan kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan danketerpaduan urusan pemerintahan daerah danfungsi dalam kerangka pengelolaan keuangannegara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per

jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan penguranganaset tetap daerah;



10. Lampiran X

11. Lampiran XI

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII
13. Lampiran XIII

Daftar dana cadangan daerah ;dan
Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur.

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2012

I WAYAN SUTARJA

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal februari 2012

Pit. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,

ERWIN ARIFIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012, NOMOR O I

PARAF KOORniniaci
1. SEKDAKAB.
2. ASS.I
3, ASS. II

t

4. ASS. III
5. z

6. bag, hkm
7. —
8.—



10. Lampiran X

11. Lampiran XI

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 0^ f06riur 2012

Pit. BUPATI LAMPUNG TIMUR
WAKIL BUPATI,

ERWIN ARIFIN
Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 0 K^nxart 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

I^WAYAN'ë^^
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TÏMÜR TAHUN 2012, NOMOR



10. Lampiran X

11. Lampiran XI

Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan
aset lainnya;
Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Lampung Timur.

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 2012

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

I WAYAN ÖUTAR^A--^^
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2012, NÖMÖR
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